
 
  

NOMOR SOP  107/SOP/2300/04/2021

TGL.
PEMBUATAN

03 Juli 2020

TGL. REVISI 15 Februari 2021

TGL. EFEKTIF 16 April 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI

NAMA SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-
undang nomor 24 tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

3. Keputusan Presiden RI Nomor 49
Tahun 2012 tentang Sekretariat
Jenderal dan kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI.

4. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor Pemerintahan
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasi Prosedur Administrasi.

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik.

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2018 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik.

7. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 04
Tahun 2012 tentang Organisasi dan

1. Memahami Daftar Informasi Publik MK
2. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
4. Memiliki kemampuan administrasi yang baik
5. Memiliki orientasi pada pelayanan publik yang

efektif dan efisien



 
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Daftar Informasi Publik
2. Komputer dan kelengkapannya
3. Formulir permohonan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, pelayanan bidang kehumasan lembaga
dapat terganggu.

Disimpan secara digital.

Digital Signature 
sop273486814002210416070840
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